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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

        Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya dalam 

menjawab rumusan masalah, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Keterwakilan perempuan asli Papua dalam mekansime pengangkatan anggota 

DPRP sangat diperlukan karena untuk menjamin adanya perlindungan dan 

jaminan akan hak-hak konstitusional dari kaum perempuan yang telah diatur 

dalam berbagai regulasi yang ada. Adanya mekanisme pengangkatan akan 

memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan asli Papua untuk 

menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kaumnya karena terlepas dari kepentingan 

partai politik dibelakangnya. Selain itu juga, masih banyak kebutuhan dan 

persoalan perempuan yang belum terakomodir dalam kebijakan-kebijakan 

publik dan yang dapat memahami dengan baik persoalan perempuan yaitu 

hanya perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan perempuan 

dalam Lembaga legislatif khususnya melalui mekanisme pengangkatan sangat 

diperlukan. 

 

2. Adanya keterwakilan perempuan asli Papua dalam pengangkatan anggota 

DPRP dapat memberikan dampak positif yaitu akan memberikan keseimbangan 

dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, 

penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan 

kesejahteraan perempuan dan anak. Selain itu, keterlibatan perempuan akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang pada akhirnya juga akan mampu 

mendorong adanya pemberdayaan terhadap perempuan asli Papua. Dalam 

DPRP saat ini, perempuan merupakan kaum minoritas, maka dengan adanya 

keterwakilan perempuan asli Papua diharapkan dapat saling mendukung satu 

sama lain agar dapat lebih lantang dalam menyuarakan dan memperjuangkan 
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hak-hak perempuan dan juga menjadi contoh bagi perempuan asli Papua 

lainnya agar memiliki rasa percaya diri untuk masuk ke dalam dunia politik.  

 

3. Keterwakilan perempuan asli Papua merupakan suatu hal yang diperlukan 

dalam bidang politik khususnya dalam mekanisme pengangkatan DPRP agar 

persoalan-persoalan mengenai perempuan pun dapat disuarakan. Namun, 

minimnya keterwakilan perempuan asli Papua dalam pengangkatan di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya budaya patriarki yang melekat 

dalam pola pikir masyarakat yang kemudian melahirkan pandangan bahwa 

“perempuan itu tugasnya hanya menjadi ibu rumah tangga” sehingga tidak 

berkompeten untuk masuk dalam ranah politik. Selain itu juga, dengan 

diberikan hak penuh kepada Gubernur Provinsi Papua untuk menetapkan 

anggota DPRP yang diangkat dapat memunculkan subjektifitas sehingga 

menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan untuk masuk dalam kursi 

legislatif khususnya melalui mekanisme pengangkatan. 

 

5.2. Saran 

        Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya terdapat 

beberapa hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan : 

 

1. Mengingat bahwa keterwakilan perempuan asli Papua sangat minim dalam 

mekanisme pengangkatan anggota DPRP, maka perlu dibentuk regulasi yang 

mengakomodir pembagian dan penetapan kuota bagi perempuan asli Papua. 

 

2. Mendorong adanya pemberdayaan perempuan asli Papua melalui pendidikan 

politik agar memiliki intelektualitas yang baik dalam berpolitik dan memiliki 

rasa percaya diri sehingga mampu berkompetisi dan menjadi mitra yang sejajar 

dengan laki-laki. 

 

3. Keputusan penetapan anggota DPRP yang diangkat tidak diberikan sepenuhnya 

kepada Gubernur Provinsi Papua melainkan didasarkan pada ranking akumulasi 

penilaian akhir oleh Panitia Seleksi. 
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4. Perlu ada perumusan lebih detail mengenai definisi dari orang asli Papua secara 

hukum khususnya dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRP. 

 

5. Keterwakilan perempuan asli Papua dalam DPRP melalui mekanisme 

pengangkatan seyogyanya murni berasal dari utusan adat dan agama serta 

lembaga perempuan yang tidak berafiliasi dengan partai politik. 
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